
BABI 

PENDAHULUAN 

Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) 

adalah hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Sejak tonggak 

awal HAM melalui Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas 

kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, hingga Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM di Indonesia .. 11 

Berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam 

rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Sebagian besar negara 

pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar ke dalam konstitusinya 

masing-masing, termasuk Indonesia dengan undang-undang dasamya. 

· Membicarakan masalah perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan 

hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan 

hukum. Negara ini adalah negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan 

HAM sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara 

2] 
konsisten . .  

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia 

intemasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan 

anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. 

Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi 

hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara. Pemerintah 

Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan 

fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.. 31 
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A. Patra M. Zen, Tak Ada Hak Asasi yang Diberi, ha! 65. 1] 
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Ibid. 

Apong Herlina dkk. Perlindungan Anak : Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: UNICEF, 2003). 
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Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian 

dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah Undang-undang tentang 

Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan 

pasal 41. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak 

tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat 

dengan orang tua kandungnya. 

Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, 

dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang di satu 

sisi terus dicegah pelaksanaannya, namun di sisi lain diharapkan dapat menjadi 

salah satu wujud dari usaha perlindungan anak. 

Kalau kita membaca Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer/ 

Burgelijk Wetboek), maka pengaturan mengenai pengangkatan anak ini tidak 

diatur disitu. Hal ini disebabkan karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tersebut prinsip perkawinan adalah bukan untuk memperoleh keturunan. 

Menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak 

bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa diharuskan mengangkat 

anak laki - laki. Pengangkatan ini mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan 

antara anak yangdiangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat 

dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak 

angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya. 

Namun dalam praktek serta perkembangan kehidupan masyarakat 

sehari-harinya menuntut agar masalah pengangkatan anak ini tidak bisa diabaikan 

begitu saja. Dalam berbagai ragam masyarakat yang ada baik di masyarakat adat 

maupun masyarakat Tionghoa pengangkatan anak ini mau tidak mau harus dilihat 

sebagai suatu permasalahan yang perlu diatur lebih lanjut. 

Bermacam-macam latar belakang menyebabkan adanya pengangkatan 

anak ini. Diantaranya adalah perhatian dari masyarakat untuk membantu keluarga 

tidak mampu dan untuk meneruskan keturunan. 
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